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Pemerintah Indonesia memberikan insenstif pajak selama Covid-19 dan membuka layanan
pajak online dan lebih intensif, dengan harapan bisa melayani wajib pajak dengan baik
selama Covid-19. Tujuan penelitian ini membuktikan pengaruh dari insentif pajak dan
layanan pajak terhadap persepsi dan kepatuhan wajib pajak (WP). Terdapat dua model yang
diuji, pertama pengaruh dari insentif dan layanan pajak terhadap persepsi WP. Kedua,
pengaruh insentif pajak, layanan pajak dan persepsi WP terhadap kepatuhan WP. Sampel
300 responden dari sektor UMKM yang menerima manfaat insentif dan layanan pajak
selama covid 19 di Jakarta. Analisis menggunakan structural equation modelling. Hasil
penelitian membuktikan bahwa layanan pajak terbukti berdampak pada persepsi WP.
Kemudian, insentif pajak, layanan pajak dan persepsi WP terbukti berdampak pada
kepatuhan WP. Layanan pajak secara tidak langsung terhadap kepatuhan WP melalui
persepsi WP. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa prioritas strategi untuk
meningkatkan kepatuhan WP adalah peningkatan layanan pajak, edukasi dan sosialisasi
kepada WP sehingga memiliki persepsi yang baik tentang pajak, dan terakhir dengan
memberikan insentif pajak.

ABSTRACT(10 PT)

Keywords :
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The Indonesian government provides tax incentives during Covid-19 and opens online and
more intensive tax services, hoping to serve taxpayers well during Covid-19. This study
aims to prove the effect of tax incentives and tax services on the perception and compliance
of taxpayers (WP). Two models are tested: the development of tax incentives and benefits

on taxpayer perceptions. Second, the impact of tax incentives, tax services, and taxpayer
perceptions on taxpayer compliance. A sample of 300 respondents from the MSME sector
who received the benefits of tax incentives and services during covid 19 in Jakarta.
Analysis using structural equation modeling. The results prove that tax services are
established to impact taxpayer perceptions. Then, tax incentives, tax services, and
taxpayer perceptions are proven to affect taxpayer compliance—tax services indirectly on
taxpayer compliance through taxpayer perceptions. The results of this study recommend
that the priority strategies to improve taxpayer compliance are improving tax services,
education, and socialization to taxpayers so that they have a good perception of taxes and,
finally, providing tax incentives.
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PENDAHULUAN

Pandemi Covid telah mengguncang perekonomian dunia, khususnya pada tahun 2020 sampai
tahun 2022. Berbagai negara di dunia mengalami krisis karena kegiatan ekonomi domestik dan regional
terhenti, termasuk kegiatan ekonomi di Kawasan benua dan antar benua. Lockdown pada tahun 2020
telah menyebabkan perekenomian yang lesu. Baik dikawasan domestic, regional, dan antar benua
(McKibbin & Fernando, 2021). Turbulensi ekonomi sangat terasa di berbagai negara, termasuk
Indonesia. APBN di Indonesia di danai oleh mayoritas pajak yang diperoleh dari WP. Pada tahun 2020
APBN Indonesia justru mengalam defisi tajam yaitu 1.039 triliun rupiah. Sementara pendapatan pajak
menurun tajam karena lumpuhnya perekonoman di berbagai sektor. Dimana Pelayanan pajak semakin
baik, maka kepatuhan WP juga akan meningkat (Oktaviani et al., 2019). Kualitas pelayanan pajak
berdampak positif terhadap kepatuhan WP (Yunianti et al., 2019). Layanan fiscus yang baik akan
meningkatkan kepatuhan WP (Septyana & Suprasto, 2019).

Pemerintah Indonesia menyikapi masalah ini dengan mengeluarkan kebijakan di bidang
perpajakan. Kebijakan itu adalah Permenkeu No.9 Tahun 2021 tentang Insentif Pajak (IP) untuk WP
karena Covid 19. Kebijakan ini meringankan beban pajak karyawan, pajak UMKM, pajak importir, dan
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angsuran pajak perusahaan. Pemerintah Indonesia berharap dengan kebijakan ini perekonomian akan
bertumbuh positif dan akan semakin baik. Direktorat jenderal pajak juga membuka layanan konsultasi
pajak secara online. Bila WP ingin konsultasi dan bertemu diperbolehkan dengan protokol kesehatan
yang ketat. Layanan konsultasi pajak dibuka karena banyak WP yang mengalami kesulitan untuk
membayar pajak selama pandemi covid 19. Menarik untuk mengamati dan meneliti dampak dari
kebijakan IP dan layanan pajak selama pandemi covid 19 terhadap persepsi WP dan kepatuhan WP.
Kepatuhan WP dipengaruhi oleh perubahan persepsi WP (Lee et al., 2021). Namun ada juga yang
membuktikan bahwa persepsi tidak mempengaruhi WP (Hanifah & Yudianto, 2019). Sikap moralitas
WP berdampak terhadap persepi tentang penghidaran dan kepatuhan pajak (Pui et al., 2017).

Beban pajak berkaitan erat dengan persepsi masyarakat dan hal tersebut akan berdampak
terhadap keputusan ekonomi (Nguyen, 2020). Insentif seperti energi baru yang menunjang kinerja
perusahaan (Sun et al., 2020). Insentif baik diberikan kepada pajak penghasilan pribadi (Villca et al.,
2019). Insentif akan mendorong WP melakukan kewajiban pajak dengan apa adanya (Handayani &
Tambun, 2022). Insentif sangat bermanfaat untuk perusahaan yang likuiditasnya rendah karena IP akan
menjadi sumber pendanaan (Cicchiello et al., 2019). Berdasarkan info ini dapat dimaknai bahwa insentif
berpotensi berkontribusi besar pada terciptanya persepsi WP, baik persepsi yang bertendensi positif
maupun persepsi yang bertendensi negative. Semua akan tergantung pada penerimaan persepsi dan
pemahaman dari individu WP. Insentif pajak memiliki keterkaitan dengan persepsi masyarakat dari
insentif tersebut (Nguyen, 2020; Sun et al., 2020; Villca et al., 2019). Layanan pajak memiliki
keterkaitan dengan persepsi yang didapatkan oleh masyarakat ((Vehovar et al., 2018); (Wulan et al.,
2018); (McKee et al., 2018); (Anto et al., 2021)). IP turut mendorong terciptanya kepatuhan WP (Fan
& Liu, 2020; Leong et al., 2020; Harju et al., 2019; Sharf et al., 2019). Layanan pajak berkaitan dengan
kepatuhan WP (Khulsum & Waluyo, 2019; (Oktaviani et al., 2019); (Yunianti et al., 2019); (Septyana
& Suprasto, 2019)). Persepsi memiliki hubungan dan berdampak pada kepatuhan WP ((Arunasalam,
2020); (Syatila Che Saruji et al., 2019); (Blaufus et al., 2020); (Tan et al., 2019)). Belum ada penelitian
persepsi WP sebagai intervening diantara IP dan layanan pajak selama covid 19 sebagai variabel
eksogen dengan kepatuhan WP sebagai variabel endogen. Selain model penelitian yang baru, pengujian
dampak langsung dampak tidak langsung dari IP dan layanan pajak selama covid 19 terhadap keputuhan
WP, melalui persepsi WP juga kebaruan penelitian ini.

Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa manusia adalah mahluk yang rasional, yang
memanfaatkan dan mempertimbangkan semua informasi yang ada sebelum bertindak atau berperilaku
(Khasanah, 2022). Teori ini digunakan sebagai landasar berpikir untuk mengkaji dan menjelaskan
hubungan dalam model penelitian ini. Perilaku WP dipengaruhi oleh persepsi yang ada di WP, persepsi
WP dipengaruhi oleh informasi yang diterima, diantaranya adalah informasi insentif dan informasi.
Setiap manusia memiliki perencanaan dalam kehidupannya dan hal itu yang mendasari seseorang untuk
bertindak dan berperilaku. Ketika insentif diinformasikan, maka hal tersebut berpotensi mempengaruhi
perencanaan dari setiap individu dalam melakukan kewajiban pajaknya. Insentif dianggap sebagai
sebuah dukungan atau penghargaan sehingga jiwa nasionlismen WP akan semakin kuat (Tambun et al.,
2022; Tambun & Ananda, 2022; Tambun & Handayani, 2022; Tambun & Haryati, 2022; Tambun &
Riandini, 2022). Penerimaan informasi tentang insentif akan berkolaborasi dengan persepsi yang ada
dalam pikiran setiap individu. Kombinasi dari informasi insentif dan layanan yang tersedia turut
berkontribusi pada persepsi indivdu dan hal ini tentunya berpengaruh pada sikap kepatuhan yang
dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Arunasalam (2020) mengatakan bahwa persepsi WP atas IP
baik. Insentif dapat diberikan di wilayah yang kurang berkembang sehingga pertumbuhan ekonomi
akan semakin baik. Persepsi masyarakat akan berdampak terhadap pola sikap dan kepatuhan pajak
(Syatila et al., 2019). Persepsi tentang pajak akan mempengaruhi tindakan WP (Blaufus et al., 2020).
Persepsi etik setiap individu akan berpengaruh terhadap keputusan kepatuhan WP (Tan et al., 2019).
Selain itu Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap sikap patuh dari WP (Wulan et al., 2018).
Layanan yang tersedia kepada WP akan berdampak positif terhadap kepatuhan WP (McKee et al.,
2018). Kualitas pelayanan publik berdampak positif terhadap kepatuhan WP (Anto et al., 2021). Dengan
demikian insentif dan layanan pajak selama periode pandemi terjadi, berpeluang atau berpotensi
berdampak terhadap persepsi WP dan kepatuhan WP.

METODE PENELITIAN
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Kemudian WP berkonsultasi ke kantor pelayanan pajak di Jakarta selama pandemi covid 19.
Jumlah sampel diambil kira-kira 5 sampai 10 kali dari jumlah indikator yang ada (Hair, 2015). Jumlah
indikator dari variabel yang diteliti adalah 12, sehingga minimal responden 60 dan jika lebih akan lebih
baik. Penelitian ini memiliki empat variabel yang diteliti. Pertama, variabel insetif pajak sebagai
variabel eksogen. Insentif adalah kemudahan perpajakan yang diberikan pemerintah kepada WP, baik
dalam bentuk pengurangan pajak ataupun fasilitas lainnya. Insentif menggunakan beberapa indikator
yaitu insentif bebas pajak penghasilan, insentif transaksi tidak dipungut biaya dan insentif pengurangan
angsuran pajak (Marlina & Syahribulan, 2021). Kedua, variabel layanan pajak selama pandemi covid
19. Layanan pajak selama pandemi covid 19 adalah layanan khusus yang diberikan sejak pandemi covid
19 terjadi. Layanan ini menggunakan beberapa indikator, yaitu layanan loket tempat pelayanan terpadu,
layanan konsultasi perpajakan, layanan konsultasi aplikasi dan layanan janji bertemu. Ketiga, variabel
persepsi WP (Wisnubroto, 2020). Persepsi WP adalah proses yang diterima oleh indera WP sebagai
stimulus untuk melakukan tindakan. Persepsi WP yang positif diupayakan melalui edukasi dan
sosialisai kepada WP. Persepsi WP diukur menggunakan dua indikator yaitu penerimaan informasi dan
evaluasi informasi sehingga menjadi stimulus yang baik dalam bertindak (Portillo & Fernandez, 2020).
Keempat, variabel kepatuhan WP. Kepatuhan WP adalah aktivitas perpajakan sesuai dengan peraturan.
Kepatuhan WP menggunakan beberapa indikator, yaitu patuh hitung, patuh bayar dan patuh lapor.
Penelitian pakai SEM dengan menggunakan software lisrel untuk membuktikan hipotesis penelitian.
Kriteria kualitas data menggunakan confirmatory factor analysis dan goodness of fit. Confirmatory
factor analysis terdiri dari tiga kriteria, yaitu nilai dari chi square dibagi df < 2, nilai probability > 0.05
dan nilai RMSEA < 0.07 (Lo et al., 2020). Kemudian goodness of fit seperti GFI, AGFI, CFI, IFI dan
NFI diharapkan memperoleh nilai > 0.90 (Jankova et al., 2020). Untuk pembuktian hipotesis
menggunakan standar nilai T Statistik atau nilai P VValues. Jika nilai T Statistik > 1.96 dan nilai P Values
< 0.05 maka hipotesis akan diterima. Jika nilai T Statistik < 1.96 dan nilai P Values > 0.05 maka
hipotesis akan ditolak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden untuk penelitian ini sebanyak 300 responden dari sektor UMKM di Jakarta.
Responden terdiri dari 61% berasal dari sektor makanan dan minuman dan 32% dari sektor fashion,
sisa 7% dari berbagai sektor lainnya. Pemberlakuan pembatasan sosial membuat ruang penelitian
terbatas di Jakarta dan hanya di sektor UMKM. Responden terpilih adalah responden yang
memanfaatkan insentif dan layanan pajak selama pandemic covid 19 dan telah melaporkan aktivitas
perpajakan untuk tahun 2020. Uji kualitas data dengan menggunakan uji confirmatory factor analysis
dan goodness of fit pada data penelitian. Hasil chi square dibagi degree of freedom adalah 1.05 dan
hasil ini kurang dari 2, sehingga sudah memenuhi kriteria. Point P Value 0.36881 diatas 0.05 yang
berarti sudah memenuhi kriteri. Point RMSEA is 0.014 sudah berada dibawah 0.07 yang berarti sudah
memenuhi Kriteria. Score loading factor dari variabel ke konstruk masing-masing > 0.5 valid.
Selanjutnya goodness of fit sudah memenuhi kriteria karena semua hasilnya > 0.9. Score GFl is 0.97,
score AGFI is 0.96, score NFI is 0.99, score CFl is 1, and score IFI is 1. Hasil pengujian hipotesis
penelitian disajikan berikut ini.

Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis

Hypothesis Coefficient T Statistics  Decision
H; Tax Incentives --> Tax Perception 0.11 140<196 Rejected
H, Tax Service --> Tax Perception 0.66 7.58>196  Accepted
Hsz Tax Incentives --> Tax Compliance 0.18 3.20>196  Accepted
Hs Tax Service --> Tax Compliance 0.47 5.93>196 Accepted
Hs Tax Perception --> Tax Compliance 0.32 4.61>1.96 Accepted
He Tax Incentives --> Tax Perception --> Tax Compliance 0.04 1.32<1.96 Rejected
H; Tax Service --> Tax Perception --> Tax Compliance 0.21 4.20>1.96  Accepted

Hasil pengujian hipotesis diuraikan berikut ini. Pembuktikan hipotesis pertama, IP tidak
berpengaruh terhadap persepsi WP. Kemungkinan hal ini disebabkan karena pemberian tax insentif ini
hanya sementara. Responden menjawab bahwa persepsi mereka terbentuk dari edukasi dan sosialiasi
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dari pemerintah. Dengan demikian, tax insentif tidak mampu menjadi stimulus untuk memicu WP
melakukan tindakan tertentu.

Pembahasan

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan pembuktian yang dilakukan ((Nguyen, Ph.D.,
2020), (Sun et al., 2020), and (Villca-Pozo & Gonzales-Bustos, 2019)). Pembuktian hipotesis kedua,
layanan pajak selama covid 19 terbukti berpengaruh positif terhadap persepsi WP. Layanan pajak
selama pandemi covid 19 ini adalah layanan baru dan memang sangat dibutuhkan oleh WP. Keempat
layanan ini mampu menstimulus WP sehingga memiliki persepsi yang baik dan positif terkait pajak.
Bukti penelitian ini mendukung dan melengkapi penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh
((Vehovar et al., 2018), (Wulan et al., 2018), (McKee et al., 2018), and (Anto et al., 2021)). Pembuktian
hipotesis ketiga, IP terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. IP ini dimanfaatkan
sepenuhnya oleh WP dan telah menambah kepatuhan dari WP. Mereka menghitung, membayar dan
melaporkan pajak dengan patuh ketika insentif ini diberikan oleh pemerintah. Menentang penelitian
Fan & Liu (2020), Leong et al. (2020), Harju et al. (2019) and Sharf et al. (2019). Pembuktian hipotesis
keempat, layanan pajak selama pandemi covid 19 terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
Layanan ini memang sangat dibutuhkan oleh WP karena semasa pandemi covid 19 ini layanan
bimbingan dan konsultasi dengan fiskus menjadi terbatas. Apalagi banyak WP mengalami masalah
keuangan dan ingin berkonsultasi masalah perpajakannya.

Selain itu WP juga ingin mengetahui lebih detail implementasi IP sehingga mereka
menggunakan layanan pajak ini. Relevan dengan pembuktian Khulsum & Waluyo (2019), (Oktaviani
et al., 2019), (Yunianti et al., 2019), (Septyana & Suprasto, 2019)). Pembuktian hipotesis kelima,
persepsi WP terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP. Persepsi yang baik tentang pajak
menjadi stimulus yang baik dan mendorong WP bertindak patuh. Persepsi tentang pajak telah
mendorong WP mengimplementasikan bentuk dari kepatuhan WP tersebut, seperti patuh untuk
menghitung pajak, patuh untuk membayar pajak dan patuh untuk melaporkan pajak. Relevan dengan
pembuktian (Arunasalam, 2020), (Syatila Che Saruji et al., 2019), (Blaufus et al., 2020) dan Tan et al.
(2019). Pembuktian hipotesis keenam, pengaruh insentif terhadap kepatuhan WP melalui persepsi WP
tidak terbukti. Persepsi WP tidak mampu memediasi pengaruh insentif terhadap kepatuhan WP.
Kemungkinan penyebabnya karena IP tidak berdampak pada persepsi WP dan insentif ini hanya bersifat
sementara. Responden juga menjelaskan bahwa persepsi positif tentang pajak terbentuk dari edukasi
dan sosialisasi yang mereka terima. WP lebih merespon informasi yang berdampak panjang atau
berdampak untuk selamanya terhadap aktivitas perpajakan mereka. Kerena gagal memediasi, maka
persepsi WP tidak memiliki andil pada saat pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan WP dengan
insentif sebagai prediktor. Pembuktian hipotesis ketujuh, pengaruh layanan pajak selama pandemi covid
19 terhadap kepatuhan WP melalui persepsi WP telah terbukti. Persepsi WP mampu memediasi
pengaruh dari layanan pajak selama pandemi covid 19 terhadap kepatuhan WP. Secara langsung
layanan pajak selama pandemi covid 19 juga berdampak pada kepatuhan WP. Artinya layanan pajak
mempengaruhi kepatuhan WP. Jika pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan WP, maka peningkatan
layanan seperti ini sangat direkomendasikan. Persepsi WP juga menjadi stimulus atau pendorong
pengaruh layanan pajak terhadap kepatuhan WP.

Nilai koefisien determinasi dari persamaan pertama, yaitu pengaruh dari insentif dan layanan
pajak selama pandemi covid 19 terhadap persepsi WP adalah 55 %. Berdasarkan model penelitian yang
pertama ini, yang berdampak kuat terhadap persepsi WP adalah layanan pajak. Jika pemerintah ingin
meningkatkan persepsi positif tentang pajak, maka pilihan strategi yang tepat adalah meningkatkan
layanan pajak. Kedua, nilai koefisien determinasi dari persamaan kedua, itu pengaruh dari insentif,
layanan pajak selama pandemi covid 19, dan persepsi WP terhadap kepatuhan WP adalah 76%.
Meskipun semua prediktor ini berdampak signifikan terhadap kepatuhan WP, koefisien pengaruh
terbesar berasal dari layanan pajak, kemudian berasal dari persepsi WP dan yang terakhir berasal dari
insentif. Jika pemerintah ingin meningkatkan kepatuhan WP, maka prioritas strategi yang harus
dilakukan adalah peningkatan layanan pajak, lalu diikuti dengan peningkatan persepsi WP dan terakhir
insentif. Dengan kata lain, faktor-faktor untuk meningkatkan kepatuhan WP lebih diutamakan yang
bersifat permanen dibanding yang bersifat sementara. Hasil penelitian ini melengkapi dan membuktikan
ToPB. Kepatuhan WP merupakan bagian dari perilaku yang terencana, sebagaimana telah dikaji
sebelumnya dengan menggunakan ToPB. Selanjutnya, defisit yang tinggi pada APBN Indonesia tahun
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2020 sebagaimana telah disajikan di pendahuluan, maka solusi yang direkomendasikan hasil penelitian
ini adalah peningkatan layanan pajak selama pandemi covid 19. Layanan tersebut terbukti mendorong
WP menjadi patuh menghitung pajak sesuai aturan, patuh membayar dan melaporkan pajak. Tindakan
strategis lainnya adalah mengupayakan agar WP memiliki persepsi yang positif tentang pajak. Hal ini
bisa diupayakan melalui edukasi dan sosialisasi dari pemerintah secara rutin.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa insentif, persepsi WP
dan layanan pajak selama pandemi covid 19 dapat menjadi faktor yang kuat untuk meningkatkan
kepatuhan WP. Kemudian layanan pajak selama pandemi covid 19 berdampak pada persepsi yang
positif bagi WP. Persepsi WP mampu memediasi pengaruh dari layanan pajak selama pandemi covid
19 pada kepatuhan WP. Keterbatasannya hanya dari sektor UMKM dan hanya berasal dari wilayah
Jakarta. Penelitian merekomendasikan kepada pemerintah, jika ingin meningkatkan kepatuhan WP,
maka prioritas strategi yang diterapkan adalah peningkatan layanan pajak, kemudian mengupayakan
persepsi yang positif pada WP serta pemberian insentif yang membantu WP untuk lebih baik.
Peningkatan kepatuhan WP diyakini dapat membantu mengatasi defisit APBN yang tengah terjadi di
Indonesia saat ini. Rekomendasi dapat menambahkan edukasi perpajakan dan sosialisasi perpajakan,
serta transparansi keuangan untuk melengkapi model yang mempengaruhi persepsi dan kepatuhan WP.
Rekomendasi untuk model peningkatan kepatuhanWP juga bisa dengan menyertakan unsur
nasionalisme.
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